
PERATURAN BI'PATI KONAWE SELATAIY
rrouoR : 6T TArrrrn 2016

TEIfTAITG

XEDI'DT'NAJ|, SUSUIVAI| ORG/IJ|IAASI, TUGAS DAIY FI'ITGSI,
AERTA TATA TTR.'A SEXRET,ARIAT DEWAIT PERWAXILUT RAISAT DATRAII

KAAI'PATEIT KONAWE SELITTAIT

DDIfrAN RATINAT TT'ITANYAIfi MAI]A ESA

BI'PATI KOITAWE SELI\TAIII,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi

Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

BT'PATI KOIYAWE SELIITA,IT
PROVITSI SULIIWESI TEIT(XiARA
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnfuhan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATT'RAI| BT'PATI TEITTAITG I{EDI'DT'XAIT, SUST'IYAIII
ORGAIYISASI, TUGAS DAN I"T'ITGSI, SERTA TATA I{ER.'A
SEXRET'ARIAT DEWAI{ PERWAISLIII| RAI(YAT DAERAII
KABI'PATEN KONAWE SELATAII.

BA'B I
ITETEIITIIAI{ T'UUU

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;
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7. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

8. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

1O. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggzrraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayalan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah;

BAB U
BEITTUI TOUEI|XLATI'R I'AI| TIPE

PERAf,GXAT DAERAII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pelayanan administrasi DPRD dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

diwadahi dalam bentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.
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Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasilikasikan atas tipe B.

(2) Penentuan tipe Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pelayanan administrasi DPRD dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dila}sanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
XEDUDI'IIUT DAI| AUSUIIA,II ORGAJYIAASI

Bagian Kesafu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Ra}yat Daerah dipimpin oleh

Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah unsur

Pendukung Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berada dibawah

dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan membina kerjasama

dalam menyelenggarakan kegiatan Sekretariat DPRD;

b. perencanzurr, Penyiapan, pengelolaan, penelaahan dan

pengkoordinasian perumusan kebljakan Pimpinan DPRD;

c. pembinaal administrasi umum persidangan, perundang-

undangan dan keuangan;

d. penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-

rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

e. pemeliharaan, Pembinaan keamanan, ketentraman dan

ketertiban pada Sekretariat DPRD;

f. pengelolaan kekayaan Sekretariat dan DPRD Kabupaten

Konawe Selatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Ralyat Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan memiliki kewenangan sebagai

berikut:
a. Fasilitasi rapat-rapat DPRD dan Penyelenggaraan

persidangan, Pembuat risalah rapat DPRD;

b. Pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan

pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga DPRD dan

Sekretariat DPRD; dan

d. Penyelenggaraan dokumentasi dan pelayanan informasi.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

a. Sekretaris.

b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;

d. Bagian Humas dan Protokoler;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB TV
TUGAS DAIY NII|GSI

Bagian Kesatu
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1O

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas

membantu Pimpinan DPRD di bidang tugasnya, memimpin,

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan

dan mengawasi semua kegiatan Sekretariat Dewan,

mengadakan hubungan kerl'a dan kerjasama dengan instansi-

instansi untuk memperlancar tugas Dewan Perwakilan Ralyat
Daerah.

BagianKedua
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 11

(1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan

keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten

Konawe Selatan.
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(2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh

seorang Kepala Bagran yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Bagan Administrasi Umum dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan/ data

urusan administrasi umum, kepegawaian, adminstrasi

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan .

b. pengkoordinasian kegiatan dengan instansi terkait.

c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan

dokumen perubahan pelaksanaan Ernggaran (DPPA) ;

d. pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar

operasional dan prosedur (SOP);

e. pelalsanaan sistem pengendalian intern (SPI);

f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Selrretaris

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 13

(1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :

a. Sub Bagran Administrasi Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagran Administrasi Keuangan;

c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagan yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagran

Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 14

(1) Sub Bagran Administrasi Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan

menyiapkan bahan/data urusan administrasi umum dan

pengelolaan kepegawaian.
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(2) Sub Bagran Administrasi Keuangan mempunyai tugas

mengkoordinasikan pen3rusunan program dan petunjuk

teknis pembinaan di bidang anggaran, melakukan veri{ikasi,

menyelenggarakan pembukuan secara sistematis dan

kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan melakukan

penatausahaan keuangan Sekretariat dan DPRD serta

mencari, menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan

menyiapkan bahan/data yang diperlukan dalam bidang

pelaporan keuangan.

(3) Sub Bagran Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai

tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan

bahan/ data dalam urusan pengelolaan rumah tangga dan

perlengkapan.

Bagian Ketiga
Bagran Persidangan dan Perundang-Undangan

Pasal 15

(l) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai

tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan

bahan dan data untuk menyusun perencanaan, progrErm

kegiatan persidangan dan perundang-undangan sesuai

dengan kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Anggota

DPRD.

(2) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin

oleh seorang Kepala Bagran yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan kebutuhan pelalsanaan sidang/ rapat;

b. penyiapan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD pada

waktu rapat/sidang;

c. pengumpulan bahan dalam rangka pen) rsunan rancangErn

peraturan daerah dan produk-produk hukum DPRD;
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d. pengumpulan produk-produk hukum DPRD;

e. penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum

DPRD dan pemerintah daerah;

f. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) ;

g. pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar

operasional dan prosedur (SOP);

h. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SP!;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 17

(l) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri atas :

a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;

b. Sub Bagran Penyusunan Produk Hukum dan

Perpustakaan;

c. Sub Bagran Administrasi Alat Kelengkapan DPRD dan

Kepanitiaan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagran

Persidangan dan Perundang-Undangan.

Pasal 18

(1) Sub Bagran Persidangan dan Risalah mempunyai tugas

mencari, menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan

menyiapkan bahan/data yang diperlukan dalam bidang

persidangan dan risalah.

(2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum dan Perpustakaan

mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis dan

mengolah data-data yang diperlukan dalam bidang

Penyusunan Produk Hukum Dan Perpustakaan.
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(3) Sub Bagran Administrasi Alat Kelengkapan DPRD dan

Kepanitian mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis

dan mengolah data-data yang diperlukan dalam

administrasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan

kepanitian.

Bagian Keernpat
Bagran Hubungan Masyarakat dan Protokoler

Pasal 19

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai

tugas mengkoordinasikan pen5rusunzrn program dan

petunjuk teknis pembinaan di bidang humas dan

protokoler serta sebagai juru bicara, mengkoordinasikan

dan mendokumentasikan berbagai acara kegiatan DPRD

dan Sekretariat DPRD.

(2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler dipimpin oleh

seorang Kepala Bagan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal L9, Bagran Hubungan Masyarakat dan Protokoler

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan dan pengaturan pelaksanaan kegiatan/acara

yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;

b. sebagai juru bicara Sekretariat DPRD terutama yang

berkaitan dengan Pers;

c. menanggapi dan menyampaikan berita-berita yang

disiarkan oleh media massa yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang disampaikan oleh media massa baik

media cetak maupun media elektronik;

d. penyrapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu DPRD/

yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;

e. penyiapan dan pengaturan keprotokolan bagi pimpinan dan

anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan upacara;
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f. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) ;

g. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar

operasional dan prosedur (SOP);

h. pelalsanaan sistem pengendalian intern (SPI);

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Dewan Perwakilan Ra-l.ryat Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 21

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri atas :

a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

b. Sub Bagran Layanan Informasi dan pengaduan

Masyarakat;

c. Sub Bagran Protokoler dan Perjalanan Dinas.
(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggunglawab kepada Kepala Bagran

Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

Pasal22

(1) Sub Bagran Hubungan Masyaralat (Humas) mempunyai

tugas mencari, menghimpun, mengumpulkan, mengolah

dan menyiapkan bahan/ data yang diperlukan dalam bidang

hubungan masyarakat.

(2) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Masyarakat mempunyai tugas menghimpun,

mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan/data
yang diperlukan dalam bidang pelayanan informasi dan

pengaduan masyarakat.

(3) Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas mempunyai

tugas menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan

menyiapkan bahan/data yang diperlukan dalam urusan

keprotokoleran dan perjalanan dinas.
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Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah sesuai bidang keahliannya.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pern akilan

Rakyat Daerah.

(3) Jumlah Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

ke{a.
(4) Jenis Jabatan Fungsional ssfagaimana dimaksud pada ayat

(l) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BA'B V
TATA XTR{'A

Pasal 25

(l) Dafam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi

lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.
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(2) Dalam melalsanakan tugasnya Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Bagran dan Kepala Sub

Bagran menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi

lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 26

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengawasi

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila te{adi
penyimpangan agff mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

PasJ27

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memimpin dan

mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas

bawahannya.

Pasal 28

Kepala Bagran dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab pada atasannya

masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada

waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Dewan Perwakilan

Ralcyat Daerah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan

sebagai bahan untuk men5rusun laporan lebih lanjut dan untuk
memhrikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
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Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi

bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

(l) Dalam hal Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

berhalangan, Kepala Bagran melakukan tugas-tugas

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan sebagai pelaksana

Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian yang

membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili
Sekretaris Dewan Perwakilan Ratryat Daerah.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah l(abupaten deFat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
XEPAITGXATAI| , PEITGAI{GKATAII, ESELOI|IS/ISI DAtr

PEUBERHETTIAI| I'AI.A,[ JTBATAJ{

Pasal 34

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Konawe Selatan,

berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.
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(2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati melalui uslrlan Sekretaris

Daerah.

(3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.

(4) Kepala Bagian lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan

jabatan eselon IIIa.

(5) Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan

jabatan eselon [Va.

(6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah melalui Sekretaris

Daerah.

(7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rallfat Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII
PEITUTUP

Pasal 35
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2O11 tentang T\rgas Pokok

dan Fungsi Setiap Jabatan Lingkup Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan
pada tanggal

Andoolodi
24 bu- 2916

SELATAN,

DAIT(rcA

i1.

i4. KABAG HUKUM

a

5.

i9

K+

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 30 ibWtubu'ZOtO

SEKRETARIS DAERAH,

H.

H. &'ARIF SA"IANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SEI.,ATAN TAHUN 2016 NOMOR 6F

2.

ig.
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